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Pendahuluan

. Entitas OSP (Organisasi Sayap Partai) telah ada dan berkontribusi
dalam perkembangan partai politik di Indonesia

. Perkembangan partai politik di Indonesia: kuatnya ketokohan elite
partai; oligarki di internal partai; candidate-centre dalam pemilu
legislatif

. Namun, aturan formal terkait dengan OSP masih belum jelas dan
ada ruang diskusi

. Untuk itu, seberapa relevan OSP dalam perkembangan partai;
seberapa penting OSP perlu didorong dalam aturan formal

Perdebatan konseptual: Partai Politik dan
organisasi pendukungnya

. Makna representasi partai politik
. Organisasi partai politik dan perkembangannya

. Tipologi partai politik berdasarkan relasi partai politik dan
masyarakat
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Makna representasi partai politik

. standing for dan acting for (Katz 2006)

. Standing for: karakter demografi; distribusi opini untuk
menyuarakan kelompok minoritas (mirroring minority groups)

. acting for: delegate (direct agent dari dapil); trustee
(menggerakan kepentingan); ombudsman (pelayanan kepada
pemilih di dapil).

Organisasi partai politikﬁd—an
perkembangannya

. Relasi pemilih, politisi dan organisasi sosial (Manin,
Pzeworski & Stokes 1999)

. keanggotaan partai dan kepercayaan terhadap partai
cenderung menurun (Montero & Gunther 2002; Daalder 2002;
LaPalombara 2007) --> krisis partai

. Munculnya ketokohan dan personalisasi politik (Poguntke &
Webb 2005)
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Tipologi Partai Politik berdasarkan relasi partai-
masyarakat

. Partai Kartel (Katz & Mair 1995): kolusi; partai menguasai beberapa
aspek dan dimensi dari negara; negara dan partai hampir mendekati
dan perlahan saling tergantung; strategi untuk saling melindungi

. Catch-all party (Krouwel 2012): ideologi dan platform yang tidak jelas;

semata-mata mencari pemenuhan votes; lemah dengan dapilnya

. Pendekatan kelembagaan partai kuat-lemah (Webb & White 2007):
electoral volatility; keefektifan jumlah partai; keanggotaan,; election
turnout; sentimen anti partai

Praktek di Indonesia

|dentifikasi OSP di partai politik

. Afiliasi organisasi massa/LSM/organisasi sosial keagamaan
dengan partai politik

Relasi partai politik dengan kelompok afiliasinya (OSP dan
lainnya)




6/29/2019

|dentifikasi OSP di Partai Politik

. Sebutan: "Organisasi Sayap" atau "Badan Otonom"

. Bagian dari "pendiri" partai politik: GOLKAR (Soksi, MKGR,
Kosgoro)

. Organisasi Sayap di partai politik dan menjadi penentu kebijakan
(Gerindra; PPP; PKB; Nasdem)

. Organisasi sayap di partai politik dan TIDAK menjadi penentu
kebijakan: (PDIP; PD; PAN)

. Organisasi sayap di LUAR partai politik (PKS)

Afiliasi Ormas dan organisasi sosial keagamaan
dengan partai politik

. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah: tidak ada afiliasi politik
formal; Namun, tidak semua pemilih NU dan Muhammadiyah
adalah pendukung PKB dan PAN; kader dan pengurus
adalah politisi atau pimpinan dua parpol ini

. FSPMI (pekerja) memiliki afiliasi politik ke PKS

. HMI/KAHMI, GMNI, KAMMI, ataupun PMIl/IKAPMII
(organisasi kemahasiswaan) pun punya afiliasi informal
dengan Golkar, PKB, PPP, Demokrat, Nasdem, PDIP, PKS,
dsb.
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Relasi partai politik dengan kelompok afiliasinya
(OSP dan lainnya)

. Pola yang terbentuk dari
kelompok afiliasi politik:
informal; cair; personal;
tidak ada ikatan

.Pola yang terbentuk dari
kelompok OSP: formal;
terstruktur dan sistematis; tidak

. Akibat: tidak terstruktur dominan da' i pe Ll

dan tidak sistematis; sulit Kebljakai el

: ketokohan pimpinan
dilacak dukungan elektoral
dan dampaknya; tidak )
mudah dalam identifikasi D

. } fungsinya; personalisasi tokoh

organisasi dan T
perkembangannya

.Akibat: lemah pengaruh dan

Relasi OSP dengan Partai Politik

. Seberapa mampu Partai Politik dapat mencerminkan aspirasi
OSP dan BO? (Standing For)

. Apakah ada yang 'mewakili" suara OSP dan BO dalam
semua kebijakan partai? (acting for)
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Tawaran rekomendasi

. Urgensi OSP dalam partai politik? Sebagian besar
menganggap iya; namun bersifat otonom dan independen

. Perlukah negara mengatur kelembagaannya?

a. Seandainya OSP dan BO itu menjadi bagian tak terpisahkan
dalam partai; maka aturan hukumnya adalah organisasi partai
politik

b. seandainya OSP ataupun BO itu terpisah dan independen;
maka aturan hukumnya adalah Ormas, meski ada kontradiksi
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